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Abstract 
Revocation of political rights for convicted corruption cases in the perspective of 
human rights, where political rights are part of human rights, therefore if there is 
revocation of political rights which are part of an additional criminal application, 
there must be a limitation on the revocation of rights. The application of 
additional penalties in the form of revoking the right to vote and be elected 
(political rights) insofar as it is not permanent does not violate human rights. 
Limitation or limitation began to take effect, or in other words began to be 
counted on the convicts who served an additional sentence revoked political 
rights. The right to hold office, the right to vote and be elected Article 35 of the 
Criminal Code, also overlaps with the decision of the Constitutional Court 
(Constitutional Court). Article 38 of the Criminal Code determines "revocation of 
rights shall take effect on the day the court decision begins to be carried out." 
While the Constitutional Court decision No. 4/PUUVII/2009 has determined 
that the penalty for revocation of political rights is considered constitutional with 
the limitation of rights only up to five years after the convict has finished 
carrying out his sentence. 
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A. PENDAHULUAN  
1. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara hukum yang di tegaskan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dan salah satu dari ciri-ciri 
negara hukum adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga 
negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan tanpa 
terkecuali.1Diperinci lebih lanjut dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memajukan dirinya 
dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsadan 
negaranya dan Pasal 28D ayat (3) dimana setiap warga negara berhak memperoleh 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 
Menurut Undang-Undang Internasional HAM (International Bill of Rights), hak 
sipil dan politik yang dapat direstriksi/ dibatasi adalah hak mempunyai pendapat, hak 
kebebasan berkumpul secara damai, dan hak kebebasan berserikat. Restriksi didasarkan 
pada kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, dan 
kesusilaan umum atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain.2Pasal 4 UU 
HAMmenyebutkan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi adalah hak kebebasan 
pribadi, pikiran, dan hati hurani. Hak ini merupakan bagian dari demokrasi. Salah satu 
ciri negara demokrasi adalah segala kegiatannya mendasarkan pada hukum. 
                                                             
1
 Jimly Asshiddiqe, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 
128. 
2
 Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009),  hlm. 53 
Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019 ISSN (P) : 2615 - 2584 
Buku  2: Sosial dan Humaniora ISSN (E) : 2615 - 3343 
 
2.64.2 
 
Pencabutan hak politik narapidana korupsi adalah langkah progresif yang 
dilakukan Hakim Mahkamah Agung. Sehingga putusan tersebut bisa menjadi 
yurisprudensi bagi Hakim dan lembaga peradilan dibawahnya untuk menjatuhkan 
hukuman yang sama. Langkah ini sangat mendukung pencegahan korupsi.Namun, harus 
ditegaskan mengenai limit waktu pencabutan hak politik tersebut, agar dapat 
memberikan rasa keadilan bagi tujuan hukum itu sendiri yang mengutamakan keadilan, 
kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum itu terhadap masayarakat.Limit waktu 
sebagai batas pencabutan pilih (hak politik) bagi koruptor diatur dalam Pasal 38 KUHP, 
ayat (1) menyebutkan: 
Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai 
berikut: 
1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan 
seumur hidup 
2. Dalam hal pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya 
pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari 
pidana pokoknya; 
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling 
banyak lima tahun. 
Limit waktu batasan hak politik bagi nara pidana koruptor dalam putusan 
Mahkamah Kontitusi (MK) NO.4/PUU/VII/2009, “berlaku terbatas jangka waktunya 
hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya” 
dengan syarat mantan narapidana jujur mengakui narapidana. 
 Dasar pertimbangan Hakim MK, bahwa pasal larangan narapidana yang diancam 
hukuman lima tahun atau lebih untuk mencalonkan sebagai kepala daerah itu dinilai 
sewenang-wenang seolah-olah pembentuk undang-undang menghukum orang tanpa 
batas. Sehingga, jelas bahwa berdasarkan putusan MK di atas menjelaskan adanya 
batasan mengenai mantan narapida untuk mengikuti Pemilu sebagai calon legislatif atau 
kepala daerah.Akan tetapi putusan MA tidak mencantumkan limitasi atau batasan 
pencabutan hak politik.Sehingga, tidak dapat dipastikan sampai kapan terpidana 
menjalani hukuman pencabutan hak politik yang berupa, pencabutan hak pilih dan 
memilih dalam jabatan publik.Hal ini tidak sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk 
memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 
Pemerintah menghormati hak-hak individu, diantaranya adalah hak-hak politik 
warga negara Indonesia salah satunya yaitu, hak untuk memilih dan dipilih menjadi 
anggota legislatif, dan eksekutif, hak untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif, serta 
hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berorganisasi, hak untuk tidak memilih, 
dan hak untuk mendirikan partai politik. Perlu diketahui bahwa hak politik mencakup 
hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik.3) 
 
2. Rumusan Masalah 
          Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan membatasi 
dalam bentuk rumusan masalah adalah Bagaimana pencabutan hak politik bagi 
terpidana kasus korupsi berdasarkan sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM)? 
                                                             
3)
Mardenis.“Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di 
Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 2(3), 437-451, 2013. 
Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019 ISSN (P) : 2615 - 2584 
Buku  2: Sosial dan Humaniora ISSN (E) : 2615 - 3343 
 
2.64.3 
 
 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Hak Politik Sebagai Hak Asasi Manusia 
Kerangka hukum yang perlu untuk dipahami secara Bersama-sama dalam rangka 
memaknai “hak” yang telah diakui dan diatur secara hukum di Indonesia. Kondisi 
demikian tersebut diatas, apabila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya bentuk 
pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih dan dipilih yang melekat pada warga 
negara Indonesia. Adanya ruang untuk melakukan pembatasan tersebut sebagiamana 
yang telah dipaparkan diatas, melahirkan pengaturan bahwa hak memilih dan dipilih 
tersebut dimungkinkan untuk tidak melekat pada semua warga negara 
Indonesia.Artinya, hak memilih tersebut diberikan pembatasan-pembatasan sehingga 
warga negara yang diberikan jaminan memiliki hak dipilih dan memilih tersebut benar-
benar merupakan warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan.4) 
Sejak lahirnya Negara Republik Indonesia tahun 1945 bangsa ini telah menjunjung 
tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).Sikap tersebut Nampak dari Pancasila dan UUD 1945, 
yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan HAM warga 
Negara.Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan, atau penjaminan 
terhadap HAM dan hak-hak warga negara (citizen’s rights) atau hak-hak constitusional 
warga negara (the citizen’s constitusional rights) dapat terlaksana.Hak memberikan suara 
atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga 
negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. 
 
2. Pengertian Jabatan Publik 
Istilah Pejabat Publik akan mengundang berbagai pendapat atau pandangan 
mengenai apa itu pengertian Pejabat Publik. Dari berbagai pandangan tersebut, hanya 
akan dikemukakan pendapat dan pandangan menurut perspektif hukum. Perspektif 
hukum yang dimaksudkan adalah bagaimana para sarjana hukum, dan ketentuan hukum 
positif nasional kita memberi pengertian tentang apa itu Pejabat Publik. 
Dalam kaitannya dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, 
istilah ”Pejabat Publik” memiliki makna yang similar (sama) dengan istilah ”Pejabat Tata 
Usaha Negara”. Oleh karenanya, perlu dikemukakan pendapat Hans Kelsen sebagaimana 
dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa setiap jabatan yang menjalankan fungsi-
fungsi law creating function and law applying function adalah pejabat tata usaha negara. 
Artinya, bahwa setiap jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsi pembuatan dan 
pelaksanaan norma hukum negara dapat disebut sebagai pejabat tata usaha negara atau 
pejabat publik. 
 
METODOLOGI PENELITIAN  
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitianhukum 
normative, yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi kepustakaan atau dokumen, 
yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, 
keputusan pengadilan, pendapat para sarjana dan lain-lain. 
 
                                                             
4)
Anonim, “Hak Pilih Warga Negara Sebagai Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dalam 
Pemilu”, https://reazaoktafiansyah.wordpress.com/2014/04/19/hak-pilih-warga-negara-sebagai-
saranapelaksanaan-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu diakses pada tanggal 26 November 2018. 
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PEMBAHASAN  
Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Kasus Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi 
Manusia (HAM) 
Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali memicu 
perdebatan yang sangat panjang akibat pencabutan hak politik sebagai pidana 
tambahan.Konsekuensi dari pencabutan hak politik ini berimbas pada hilangnya 
kesempatan para koruptor yang telah selasai menjalani pidana.Hal ini menimbulkan 
gejolak karena negara Indonesia yang menjamin adanya HAM tetapi tidak menjadi 
pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap koruptor.5) 
Setiap warga negara juga berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 3). Penegasan 
konstitusi hak politik warga negara, tertuang dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang HAM, khusus Pasal 43 : 
(1)  Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum 
berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
(2)  Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau 
dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.  
(3)  Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. 
 
Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman yang 
sudah ada.Dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain 
menduduki jabatan publik.Penjelasan yang kita dengar mengenai dasar mengapa vonis 
tambahan tersebut dijatuhkan, karena hakim memandang terpidana telah 
menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik. 
Banyak kasus-kasus narapidana tindak pidana korupsi yang telah dicabut hak 
politiknya, seperti Djoko Susilo, Lutfi Hasan Ishaaq, Anas Urbaningrum, Ratu Atut 
Chosia, dan beberapa pejabat lainnya yang tersandung kasus korupsi.  Terdapat pro dan 
kontra terkait keputusan ini.Banyak pihak menilai bahwa pencabutan hak politik 
merupakan tindakan yang inkonstitusional mengingat hal tersebut merupakan Hak Asasi 
Manusia (HAM) yang telah dijamin hak-haknya secara konstitusional. 
Ketentuan pencabutan hak, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir dalam 
putusan Nomor 4/PUUVII/ 2009 yang memutus bahwa hukuman pencabutan hak 
politik itu dianggap konstitusional dengan batasan pencabutan hak hanya berlaku sampai 
lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya. KUHP menggariskan pada 
hari putusan pengadilan mulai djalankan pencabutan hak politik atas terpidananya. Itu 
artinya bagi yang dihukum penjara misalnya akan terhitung masa pencabutan hak politik 
tersebut pada saat mulainya menjalani masa pemidanaan (penjara/kurungan). 
Sedangkan Putusan MK sudah menetapkan pula batasannya; yaitu hitungannya dimulai 
sejak terpidana selesai menjalani masa hukuman pokoknya (terutama pidana penjara dan 
kurungan). 
Pada aspek lain, pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi oleh para 
penggiat hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang berpandanganbahwa pencabutan hak 
politik adalah pelanggaran HAM. Hal itu masih dapat terbantahkan, sebab setiap 
                                                             
5)
 Deny Ardiansyah, “Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih BagiTerpidana Tindak Pidana 
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hukuman pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggarannya 
diperbolehkan, sepanjang berdasarkan Undang-Undang. 
Berdasarkan hal tersebut, melalui putusan No 4/PUUVII/ 2009 (tanggal 24 Maret 2009) 
MK telah menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap 
konstitusional tetapi dengan batasan-batasan tertentu. 
Pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim di 
antaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih 
dan dipilih dalam pemilihan umum.Dengan demikian, basis hukum bagi hakim dalam 
memutuskan pencabutan hak politik telah sah karena ada dasar hukum setara dengan 
undang-undang, yaitu KUHP. 
Berdasarkan hal tersebut, Penulis berpendapat bahwa terhadap kasus pencabutan 
hak politik bagi koruptor.Penulis setuju atas pengenaan pencabutan hak politik bagi 
koruptor.Korupsi merupakan permasalahan yang tidak lagi asing bagi Indonesia.Hal ini 
sebagaimana dampak yang ditimbulkan dari korupsi yang merupakan kejahatan 
Extraordinary Crime, dapat mengganggu dan menghambat pembangunan suatu negara 
serta mengancam kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi negara bahkan stabilitas 
negara itu sendiri.Pencabutan hak politik bagi koruptor ini, tidak sebanding dengan 
kerugian negara dan tidak terwkesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. 
 
KESIMPULAN  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa pencabutan 
hak politik bagi terpidana kasus korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia, di mana 
hak politik merupakan bagian dari HAM, oleh karena itu apabila ada pencabutan hak 
politik yang merupakan bagian dari pidana tambahan penerapannya harus ada limitasi 
waktu pencabutan hak. Penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan 
dipilih (hak politik) sepanjang tidak bersifat permanen tidak melanggar HAM. Batasan 
atau limitasi mulai berlakunya, atau dengan kata lain mulai dihitungnya atas terpidana 
yang menjalani hukuman tambahan pencabutan hak politik. Hak memegang jabatan, hak 
memiih dan dipilih Pasal 35 KUHP, juga masih tumpang tindih dengan putusan MK 
(Mahkamah Konstitusi). Pasal 38 KUHP menentukan "pencabutan hak mulai berlaku 
pada hari putusan pengadilan mulai dijalankan" Sementara melalui putusan MK Nomor 
4/PUUVII/ 2009 telah menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap 
konstitusional dengan batasan pencabutan hak hanya berlaku sampai lima tahun sejak 
terpidana selesai menjalankan hukumannya. 
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